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Abstract,
Heterogenitas etnik  merupakan keunggulan bagi bangsa dan negara Indonesia karena semua etnik memberi sumbangsih berarti bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Salah satu sumbangsih itu berasal dari etnik Tionghoa yang cenderung bergerak dalam bisnis.
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1. Istilah orang Tionghoa bukan orang Cina 

Istilah etnik Tionghoa sejak lama sudah menjadi perbincangan oleh banyak kalangan. Sejumlah kalangan lebih menyukai menggunakan istilah Tionghoa, sementara sebagian lagi cenderung menggunakan istilah Cina karena lebih enak didengar dan sudah lama digunakan untuk menunjukkan orang-orang migran dari negeri Tiongkok ke berbagai negara yang berada di sekitar Nangyang. Menurut Leo Suryadinata (2003, hal 8), Nangyang adalah istilah Tionghoa yang berarti Samudra Selatan. Orang-orang yang berasal dari daratan Tiongkok kemudian menyebut kawasan ini sebagai Asia Tenggara. 

Istilah Tionghoa adalah istilah baku yang digunakan oleh dunia Melayu sampai akhir abad ke 19. Kata Tionghoa merujuk kepada Tiongkok atau orang Tionghoa di Malaya dan Hindia Belanda. Pada masa itu, istilah Cina tidak dianggap sebagai penghinaan, sehingga tidak ada orang yang berupaya untuk menggantinya dengan istilah Tionghoa. Leo Suryadinata (2003, hal 101) menyebutkan bahawa istilah Tionghoa secara resmi digunakan menjadi sebutan negara baru Zhonghua Minguo (baca : Chung-hua Min-kuo). Dalam perkembangannya di Indonesia, isitilah Tionghoa pertama kali ditemukan digunakan pada nama perkumpulan yang didirikan tahun 1900 yaitu Tiong Hoa Hwee Koan (THHK atau Zhonghua Huiguan dalam bahasa Mandarin Baku). Yang menarik dalam anggaran dasar THHK, masih digunakan isitilah Tionghoa. Dalam kesempatan lain, laporan  komisi THHK, yang disiarkan oleh surat kabar Li po pada 14 Pebruari 1904, menggunakan bangsa Tjina atau negeri Tjina untuk menyebut orang Tionghoa dan Tiongkok. Sebutan lain masih digunakan untuk menyebut Sekolah Tjina dan Soerat Tjina untuk menyebut sekolah Tjina dan aksara Tionghoa.

Di Malaysia, khususnya setelah merdeka, orang mulai sadar terhadap istilah Tjina (China). Beberapa penulis Melayu menyebut Tionghua. Berita harian, sebuah surat kabar di Malaysia masih menggunakan dua istilah : Tionghua dan China. Di tingkat perguruan tinggi, istilah yang digunakan  untuk Chinese Studies Departement adalah jabatan Kajian Tionghua, bukan Jabatan Kajian China.   

Di Indonesia, penggunaan istilah Tjina menjadi perdebatan yang ulet. Kalangan militer, misalnya terjadi pembahasan untuk tidak menggunakan istilah Tjina. Pertimbangannya, mengucilkan orang Tionghoa di Indonesia akan mengakibatkan terganggunya program stabilitas ekonomi. Kalangan akademisi juga keberatan menggunakan istilah Tjina. Menurut Profesor Soemantri Brodjonegoro, Rektor Universitas Indonesia (waktu itu), ekspresi WNI keturunan Tionghoa harus dihapuskan dan diganti dengan orang Indonesia saja. 

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul tulisan yang menyatakan bahwa istilah Tjina bukanlah istilah yang mengandung penghinaan. Dari sisi sejarah, istilah itu sudah lama digunakan oleh orang Indonesia dan Melayu, bahkan lebih populer dari istilah Tionghoa. Dalam sebuah tulisan di harian Angkatan Bersenjata, 6 Mei 1967, Zahri Ahmad menulis : 

….”kalau sebutan Tjina tsb dianggap mengandung unsur-unsur penghinaan, maka jg harus diganti bukan sebutan itu sendiri, tetapi sikap mental merekalah jg harus segera disesuaikan dengan kemauan terbanyak bangsa Indonesia. Sebaliknja, sebagai bangsa jang merdeka dan bermartabat seharusnja kita tidak boleh tinggal diam membiarkan penghinaan jang dilakukan oleh WNA Tjina jang menamakan bangsa Indonesia hoana, suatu istilah Hokkien jang berarti bangsa biadab, serta menamakan WNI keturunan Tjina sebagai JIP-HOAN, jang artinya pengikut bangsa biadab”


Era reformasi yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, istilah Tionghoa yang dipandang sebagai penghinaan bagi keturunan yang berada di Indonesia, secara berangsur diupayakan agar diganti menjadi istilah Tionghoa. Di antara yang menggunakan istialah Tionghoa adalah Presiden B.J. Habibie, Wakil Presiden yang menggantikan Soeharto. 


Namun demikian, setelah pergantian kepemimpinan nasional dari Soeharto kepada B.J. Habibie dan kemudian kepada Abdul Rahman Wahid, ada kalangan yang berpendapat istilah Tionghoa atau Tionghoa itu tidaklah penting dipermasalahkan. Di antara mereka yang tidak mempermasalahkan itu adalah Arief Budiman, salah seorang tokoh angkatan 66 yang kemudian menjadi salah seorang dosen di universitas di Australia. Ia berpendapat bahwa sebutan orang Tionghoa yang ditujukan kepadanya bukanlah satu masalah dan tidak mengandung unsur penghinaan. 


Tokoh lain yang senada dengan Arif Budiman adalah Mely Tan yang menganggap bahwa istilah Tionghoa sukar dihilangkan karena istilah ini sudah demikian lama digunakan. Oleh karena itu, tidak perlu dipermasalahkan sebuatan penggantian itu. 

2. Riwayat kedatangan etnik Tionghoa di Indonesia. 


Riwayat kedatangan etnik Tionghoa di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk di Medan, merupakan riwayat panjang yang telah berlangsung selama berabad-abad. Selama masa itu pula, orang Tionghoa terus berupaya mencari tanah harapan baru yang memungkinkan mereka mencari lahan nafkah baru yang lebih menjanjikan daripada di negeri leluhurnya. Sifat seperti ini merupakan bagian dari sifat pribadi orang Tionghoa yang cenderung memilih berniaga ke berbagai tempat di kawasan dunia ini. Jalur perdagangan yang dipilih sesuai dengan kondisi masa itu adalah melalui jalur laut. Oleh karena itu, orang Tionghoa dikenal sebagai pelaut ulung yang masuk ke berbagai kawasan dengan tujuan untuk berdagang. 


Dalam waktu singkat, keberadaan etnik Tionghoa yang masuk ke wilayah Indonesia telah menempatkan etnik Tionghoa dalam pelapisan sosial yang lebih tinggi daripada pelapisan sosial penduduk pribumi. Hal ini berlangsung sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang di Indonesia. Pasca Indonesia merdeka, pelapisan sosial etnik Tionghoa tetap lebih baik dari pribumi. Fenomena ini menjadi menarik terutama karena perilaku mereka sebagai pebisnis lebih unggul jika didbandingkan dengan perilaku pebisnis pribumi yang disebut juga orang Indonesia asli.  


Di Indonesia masuknya orang Tionghoa juga telah berlangsung selama beberapa generasi. Jika masa kolonial Belanda dijadikan patokan, maka selama masa penjajahan kolonial itu, orang Tionghoa telah masuk ke Indonesia dan kemudian beranak pinak serta berpindah dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia.

  
Selama masa penjajahan Belanda, selain orang Belanda dan Eropa yang masuk ke Indonesia, terdapat pula berbagai bangsa lain seperti daripada India, Arab,  dan Tionghoa. Kedatangan mereka dalam masa itu bergabung dengan bangsa Belanda dan Eropa untuk berbagai aktivitas perdagangan. Bagi pemerintah Belanda,  orang-orang Tionghoa, Arab dan India, dikategorikan dalam lapisan sosial kedua yaitu golongan Timur Asing. Kedatangan golongan Timur Asing ini tentu saja menambah keragaman ras, dan budaya yang sudah ada. Namun dari ketiga golongan Timur Asing itu, ternyata orang Tionghoa yang paling banyak jumlahnya. Mereka dengan adat istiadatnya justru paling banyak menimbulkan peluang terjadinya peristiwa rasialis. Hal ini dipicu oleh banyak aspek, salah satu adalah keengganan orang-orang Tionghoa pendatang pada masa itu untuk membaur dengan masyarakat di sekitarnya. 


Kedatangan orang Tionghoa ke berbagai provinsi di Indonesia sudah berlangsung ratusan tahun lalu, khususnya setelah para pedagang Tionghoa masuk ke pulau Jawa untuk berdagang. Menurut Siswono Yudo Husodo (1985, hal. 55), kedatangan orang Tionghoa awalnya adalah di sekitar pantai Tuban, Surabaya dan Gresik. Di sekitar pantai inilah kemudian mereka bertempat tinggal. Pilihan kawasan pantai sebagai tempat tinggal bisa dipahami karena  kawasan pantai ini terletak di sepanjang pantai pulau Jawa yang menghadap langsung ke laut Tionghoa Selatan. Di kawasan sepanjang pantai ini masih dijumpai  orang-orang  Tionghoa. 


Di zaman kolonial Belanda, keberadaan orang Tionghoa merupakan fenomena menarik dan bahkan memberi banyak pengaruh terhadap Indonesia khususnya di sektor ekonomi dan perdagangan. Fenomena itu terutama didasari oleh status sosial orang-orang Tionghoa yang lebih baik dibandingkan dengan status sosial penduduk asli pribumi Indonesia. 



Orang-orang Tionghoa cenderung berada di kawasan perkotaan, mendapatkan berbagai fasilitas dari pemerintahan kolonial Belanda dan termasuk dalam pelapisan sosial kedua dengan katagori golongan Timur Asing setelah golongan Belanda dan Eropa lainnya. Kecenderungan seperti ini memungkinkan orang-orang Tionghoa untuk berasimilasi dengan orang Belanda. Golongan elite orang Tionghoa, secara mudah berinteraksi dengan golongan orang Belanda dan Eropa lainnya dan berupaya untuk mendapatkan persamaan hak di bidang politik, hukum, sehingga mereka cenderung menganggap rendah orang pribumi.     


Situasi ini secara langsung menimbulkan kesenjangan sosial dengan kalangan pribumi. Rasa perbedaan ras, budaya dan sosial mencuat jelas setelah orang-orang Tionghoa sebagai mitra dagang Belanda diberi hak untuk menarik pajak dari rakyat. Penarikan pajak  oleh orang Tionghoa, seakan memberi celah untuk terjadinya pemerasan yang akan merugikan rakyat. Dengan hak  menarik pajak dari rakyat, orang-orang Tionghoa diberi posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pribumi. Situasi seperti ini tentu saja menimbulkan kesenjangan dalam interaksi sosial antara pribumi dengan orang-orang Tionghoa. 


Keistimewaan orang-orang Tionghoa dalam masa penjajahan Belanda di Indonesia seakan lengkap karena  kebijakan pemerintah Belanda untuk mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak Tionghoa. Pendirian sekolah ini seakan makin memperkokoh posisi orang Tionghoa dalam banyak bidang seperti ekonomi, pendidikan dan bisa mengarahkan kepada terbentuknya sikap hidup eksklusif. 



Menurut Siswono Yudo Husodo (1985. p. 59),  prasangka buruk pribumi terhadap pemilahan pendidikan orang Tionghoa nampak dari pemisahan sistem pendidikan menurut golongan masyarakat, yaitu :



(1).
H.I.S (Hollands Indische School), yaitu sekolah khusus untuk orang-orang pribumi



(2).
H.C.S (Hollands Chinese School), yaitu sekolah khusus untuk orang keturunan Tionghoa.



(3).
H.A.S (Hollands Arabische School), iaitu sekolah khusus untuk orang keturunan Arab. 




Di Medan ada sebuah kawasan yang disebut   kampung Keling  (berasal dari kata Kalingga), di mana bermukim orang-orang India hingga saat ini.  Mereka hidup rukun walaupun berbeda agama, karena   sebagian  mereka beragama Islam dan sebagian lagi beragama Hindu. Masjid dan Vihara sebagai tempat beribadah didirikan berdampingan di sisi jalan yang sekarang disebut Jalan Zainul Arifin. 


Di kawasan ini juga terdapat sebuah jembatan yang dibangun oleh seorang saudagar kaya asal Medan yaitu Tjong A Fi. Rumah peninggalan beliau hingga kini masih kokoh berdiri dan berada di jalan Kesawan, kawasan yang hingga kini juga dikenal sebagai salah satu sentra perdagangan terbesar di Medan. Di sepanjang jalan Kesawan yang disebut juga Canton,  berdiri gedung-gedung megah sekaligus sebagai toko bergengsi yang dihuni sebagian besar oleh orang-orang Tionghoa, Arab dan Pakistan.  Di waktu malam hari, jalan Kesawan  dijadikan Kesawan  Square yaitu sebuah pusat jajan malam hari yang menyajikan berbagai variasi makanan dan minuman dengan konsep open restaurant. 


Apabila di beberapa bandar di Jawa orang Tionghoa umumnya menggunakan bahasa Jawa dan  Sunda, bukan  bahasa Hokian, situasi ini berbeda dengan di kota metropolitan  Medan. Banyak orang Tionghoa di Medan yang menggunakan bahasa Hokkian. Penggunaan bahasa Hokian menjadi dominan di dalam kawasan Pecinan yang umumnya terdiri dari etnik Tionghoa. Mereka umumnya berada di pusat kota, karena  merupakan pusat bisnis. Di provinsi Aceh Nanggroe Darusalam, etnik Tionghoa menggunakan bahasa Aceh. Di Padang aktivitas  bisnis  di antara etnik Tionghoa  lazim menggunakan bahasa Minang.  . 


Dominasi orang Tionghoa tidak hanya ada di Medan, Jakarta, Aceh dan Padang  saja, tetapi juga di beberapa kota  besar lain di Indonesia. Dominasi orang Tionghoa di bidang perdagangan  semakin  jelas ketika pemerintah Indonesia menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda. Namun, pengalihan perusahaan-perusahaan Belanda yang berlangsung tahun 1957, tidak didukung oleh tenaga-tenaga yang potensial, sehingga banyak yang tidak menunjukkan kemajuan bahkan cenderung mundur. 


Di dalam masyarakat Tionghoa , tidak semua  mereka menjali karier di bisnis. . Dalam tradisi masyarakat Tionghoa, ada beberapa marga yang memiliki bakat menjalani aktivitas bisnis  seperti marga Lim. Pada marga lain seperti marga Wi,  dan Tan cenderung sedikit yang miliki bakat sebagai peniaga. Mereka cenderung mengutamakan pendidikan, sehingga marga Wi dan Tan merupakan kalangan terpelajar. Mereka ada yang menjadi dokter, pengacara, akuntan, notaris dan akademisi.  

3. Nilai-nilai sosial budaya orang Tionghoa 


Kebudayaan dan kehidupan orang Tionghoa sehari-hari, ditentukan oleh sistem kepercayaan yang berasal dari agama Budha, Taoisme dan Konfusius. Pengaruh agama Budha yang aslinya berasal dari India, melekat kuat dalam diri orang Tionghoa. Pengaruh agama Budha itu sangat menentukan bagi kehidupan sehari-hari. Agama Budha dalam pandangan orang Tionghoa berorientasi kepada ajaran yang menghindarkan penderitaan umat manusia di dunia. Oleh karena itu, penderitaan yang selalu melekat dalam kehidupan manusia harus disingkirkan. Untuk pembebasan diri dari penderitaan itu, dapat dilakukan dengan reinkarnasi, sehingga manusia memperoleh kehidupan yang lebih baik. 


Taoisme dalam kehidupan orang Tionghoa mengajarkan agar manusia memiliki perilaku dan moral yang baik dengan berpedoman kepada rumusan-rumusan yang dianalogikan dari peristiwa-peristiwa alam. 


Konfusius muncul setelah ajaran Taoisme ada dan disebarkan kepada manusia. Makna Konfusius adalah mengajarkan manausia mengenai moralitas yang memang wajib dimiliki oleh manusia. Ini berarti, moralitas yang harus dimiliki manusia itu mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam kehidupan kemasyarakatan. Saling hubungan antara manusia dengan manusia lain itulah yang kemudian diinginkan oleh Konfusius  menjadi sebuah tradisi yang baik, sehingga orang Tionghoa yang mengikuti tradisi ini akan menikmati kehidupan yang lebih baik. 


Membandingkan ajaran Taoisme dan Konfusius dengan agama lain seperti agama Islam, dan Kristen memang tidaklah tepat. Di dalam agama Islam, konsep moralitas tercermin dalam hubungan antara sesama manusia yang memang selalu mengajarkan  perbuatan baik. Di dalam berbagai adat, moralitas itu tercermin dari dalam penerapan budi pekerti/akhlak yang juga diajarkan sebagai salah satu materi pelajaran di sekolah-sekolah.  


Ajaran Konfusius yang mengutamakan praktik tradisi yang baik itu beranggapan bahwa orang yang memiliki tradisi “liar dan brutal” cenderung akan menjadi beradab apabila mereka menjalakan tradisi itu dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, semua orang di luar Tionghoa yang belum menganut ajaran itu cenderung disebut  manusia “liar”. Sedangkan orang Tionghoa yang menjalankan ajaran Konfusius disebut orang ‘beradab”. Menurut P. Harijono (1993, hal. 23), dalam perkembangan selanjutnya, sikap beradab dan tidak beradab ini melahirkan kecenderungan sikap superior  (mengenal peradaban) bagi orang Tionghoa. Sedangkan orang di luar Tionghoa disebut inferior (tidak mengenal peradaban). 


Ajaran Konfusius memberikan konsep yang jelas dalam menjalin hubungan antara sesama manusia. Menurut Konfusius, ada lima hubungan penting yang terdapat dalam hubungan antara sesama manusia yaitu : 1) hubungan antara ayah dan anak, 2) hubungan antara kakak dan adik, 3) hubungan antara suami dan istri, 4) hubungan antara sahabat tua dengan sahabat mudan dan 5) hubungan antara penguasa dengan rakyatnya.  
 Memahami etnik Tionghoa berarti memahami nilai budaya yang terdapat dalam semua sendi kehidupan etnik Tionghoa  itu secara umum. Sebagaimana suku bangsa lainnya, pemahaman etnik Tionghoa  itu mengacu kepada berbagai masalah sehari-hari. P. Hariyono (1993, hal. 33) mengutip Koentjaraningrat (1984, hal 435), menyebutkan bahwa untuk memahami nilai budaya sebuah suku bangsa, dapat dilihat dari pendapat F. Kluckhohn yang memilah nilai budaya sebuah suku bangsa berdasarkan lima masalah universal : 1) masalah mengenai hakekat hidup, 2) masalah mengenai hakekat etos kerja .dari kerja, 3) masalah mengenai hubungan antara manusia dan alam, 4) masalah persepsi manusia tentang waktu, dan 5) masalah mengenai hubungan anatara manusia dan sesamanya. Kelima masalah ini lazim disebut sebagai orientasi nilai budaya. 

1). Masalah hekekat hidup  
Dalam konsep masyarakat Tionghoa, peringkat tertinggi yang ingin dicapai manusia adalah kedudukan sebagai orang arif bijaksana, satu posisi di mana manusia sudah sama dengan alam semesta. Jadi, orang arif bijaksana adalah orang yang sudah mencapai kedudukan paling sempurna dalam melakukan hubungan sosial di masyarakat. Ajaran seperti ini didapati pada Konfusius. Sedangkan di dalam agama Budha, ajaran seperti ini dikenal dengan “Delapan Jalan” yaitu upaya manusia untuk mencari jalan agar terhindar daripada kesengsaraan melalui : 1) pengetahuan yang benar, 2) kehendak yang benar, 3) perkataan yang benar, 4) perilaku yang baik, 5) penghidupan yang benar, 6) upaya yang benar, 7) pikiran yang benar dan 8) renungan yang benar.  

2). Masalah etos kerja    


Masalah etos kerja bagi etnik Tionghoa adalah penting, karena kerja keras merupakan salah satu cara untuk mencapai kehidupan dan kebahagian yang lebih baik. Bagi orang Tionghoa, etos kerja dihubungkan dengan ajaran Konfusius, sehingga terdapat saling hubungan antara ajaran Konfusius,  keluarga dan kerja. 


Sejak dini penghormatan kepada keluarga sudah ditanamkan kepada anak-anak oleh generasi lebih tua. Ajaran Konfusius  telah mengaitkan hubungan keluarga dengan anak-anak, sehingga messkipun ibu-bapak mereka telah meninggal namun nama baik keluarga akan terangkat apabila anak-anak mereka dapat bekerja secara baik. Situasi sebaliknya akan terjadi apabila anak-anak tidak bekerja baik, maka nama baik keluarga juga akan tercemar.

3).  Masalah hubungan antara manusia dengan alam.


Aspek hubungan manusia dengan alam terkait dengan ajaran Taoisme. Menurut ajaran Tao, manausia harus hidup menurut hukum alam. Makna mengikut hukum alam, tercermin dari pilihan kesederhanaan dengan mencontoh kehidupan air yang memilih tempat rendah yang terlemah, namun dapat menembus bebatuan

4. Masalah persepsi dengan waktu


dalam perspsi orang Tionghoa, waktu adalah komponen penting yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu membuat manusia akan belajar dari berbagai kasus yang dihadapinya. Waktu membuat usia dan pandangan hidup manusia menjadi lebih bermakna. Usia memberikan nilai, martabat dan keutamaan dalam banyak hal, baik itu mengenai obyek, lembaga amaupun kehidupan pribadi. 
5.  Masalah hubungan antara manusia dengan sesamanya.


Hubungan antara sesama menjadi faktor penting dalam interaksi sosial orang Tionghoa. Pentingnya hubungan itu, tercakup dalam ajaran Budha yang mengembangkan pandangan pentingnya sifat tolong-menolong di antara sesama manusia. Manusia harus melakukan atau berbuat baik karena perbuatan itu akan menghasilkan kebajikan. 
4. Makna nilai-nilai sosial bagi orang Tionghoa


Kehidupan orang Tionghoa di Indonesia, khususnsya di kotamadya Medan yang minoritas, memberi makna tersendiri pada mereka dalam berinteaksi dengan orang lain yang berasal dari etnik berbeda. Dalam situasi seperti ini, keinginan untuak menjalin ikatan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, terkait dengan penerapana ajaran-ajaran yang mereka anut. Oleh karena itu, mengutip P. Harijono ( 1993, hal. 47-48), dalam interaksi sosial, terdapat beberapa nilai-nilai sosial yang dianut oleh etnik Tionghoa yaitu : 1) nilai kerukunan, 2) prinsip hormat, 3) etika kebijaksanaan, dan 4) perkawinan.

1). Nilai-nilai kerukunan 


Penerapan nilai-nilai kerukunan, tercakup dalam ajaran Konfusius yang menyebutkan pentingnya menghindari kekerasan dan hidup saling tolong menolong. Dalam ajaran Konfusius, orang hendaknya menghindari kekerasan yang mengarah kepada munculnya konflik dan bekerja dengan rasa saling percaya. Selain Konfusius, ajaran Budha juga mengajarkan agar menghindari dari kekerasan dan konflik. Oleh karena itu, orang harus mengutamakan sifat kedamaian, anti kekeasan dan memilih ‘mengalah’ untuk memperoleh kemenangan

2. Prinsip hormat.


Penghormatan dalam konsep orang Tionghoa adalah penghormatan ke atas. Ini bermakna penghormatan boleh diberikan kepada mereka yang lebih tua, yang telah mencapai sukses, dan mereka yang memiliki keutamaan dalam berbagai hal seperti mereka yang berpendidikan tinggi, ilmuwan dan intelektual. Bagi orang Tionghoa usia misalnya memberi makna kepada nilai, martabat dan keutamaan.

3. Etika kebijaksanaan


Bagi orang Tionghoa, kebijaksanaan lazim dikaitkan dengan moral, sehingga untuk membangun masyarakat yang ideal selalu dikaitkan dengan kebijaksanaan. Dalam hal seperti itulah, pendidikan moral menjadi penting dalam pendidikan keluarga, di sekolah dan di masyarakat. Sebab keluarga, sekolah dan masyarakat adalah lembaga penting yang mencerminkan keberhasilan pendidikan moral. Jika ketiga lembaga ini berhasil mewujudkan pendidikan moral, maka bangsa yang terbentuk adalah bangsa yang bermoral.  

4. Perkawinan


Perkawinan  dengan etnik lain merupakan hal penting dalam kehidupan orang Tionghoa di kemudian hari. Bagi orang Tionghoa, perkawinan adalah kekal, sehingga kelangsungan perkawinan penting dipelihara sebaik-baiknya. Dengan kata lain ,jangan sampai pasangan suami-istri yang mengikat tali perkawinan bercerai. Sebab, perceraian merupakan aib bagi keluarga. 


Bagi orang Tionghoa, anak laki hasil dari perkawinan itu merupakan hal penting. Orang yang kerkuasaa dalam rumah tangga adalah ayah atau anak laki-laki, sehingga konsep yang digunakan mengacu kepada paternalaistik. Dalam konsep orang Tionghoa, anak laki-laki diperlukan dalam keluarga untuk meneruskan nama keluarga dan memelihara abu leluhur (orang tua, nenek/kakek) di rumah. Oleh karena itu, setiap pasangan suami/istri berupaya agar memperoleh anak laki-laki. Dalam praktik, bahkan dapat ditemui ada istri yang secara rela suaminya kawin lagi dengan wanita lain dengan harapan dapat memperoleh anak- laki-laki yang akan menneruskan marga (nama keluarga) suaminya. Sebaliknya, anak perempuan yang menikah dengan laki-laki lain akan ikut dengan suaminya atau menetap bersama keluarga suaminya. Dengan demikian, anak perempuan wajib tunduk kepada suaminya atau kepada orang tua dan keluarga dari suaminya. Ayah mertua pada orang Tionghoa yang masih memeegang adat merupakan orang paling berkuasa dalam rumah tangga. 


Konsep menganggap penting anak laki-laki, relatif berbeda dengan etnik Minangkabau yang menganggap anak perempuan lebih bernilai. Oleh karena itu, semakin banyak memiliki anak perempuan, semakin baik dalam tradisi Minangkabau. Situasi seperti ini dikenal dengan matrialnalistik. Dalam adat, anak perempuan akan mewarisi kekayaan keluarga. Sedangkan suami dari anak perempuan dalam adat tidak memiliki hak suara. Apalagi jika calon suami dari seorang anak perempuan “dibeli” (dijapuik) oleh pihak keluarga sebagaimana yang terdapat di daerah pesisir Sumatera Barat yaitu di Padang Pariaman.


Meskipun konsep “dibeli (dijapuik) itu sudah kuno dan cenderung tidak lagi dilakukan oleh pihak keluarga mempelai perempuan, namun anggapan bahwa anak perempuan tetap bernilai daripada anak laki-laki masih berlangsung hingga kini. Jika pun adat ‘dibeli/dijapuik’ itu ingin dikemukakan, maka praktiknya dilakukan semacam  “sandiwara” saja. Pada saat menjelang akad nikah, dikemukakan kepada hadirin/undangan bahwa calon mempelai laki-laki telah “dijapuik” oleh pihak mempelai perempuan  yang diukur dengan nilai barang (sepeda motor/mobil) atau dengan menyebutkan sejumlah uang tertentu misalnya sekian juta atau sekian puluh juta. 

Guna menyakinkan hadirin ditunjukkan segepok uang. Padahal kejadian itu hanya “sandiwara” saja, karena setelah akade nikah selesai, uang itu dikembalikan kepada orang-orang yang bersedia meminjamkannya untuk memeriahkan acara adat saja. 

Bentuk “sandiwara” sebagaimana diuraikan itu, merupakan salah satu wujud dari kemajuan pemikiran pada diri kedua mempelai. Dalam anggapan mempelai laki-laki, ia tidak mau dibeli sehingga cenderung dinilai “rendah” dalam persepsi keluarga pihak perempuan. Sebaliknya, mempelai perempuan juga tidak mau membeli calon suaminya, sebab perkawinan mereka bukanlah berawal dari “jual beli”.    


Proses memilih jodoh bagi anak laki-laki dalam adat orang Tionghoa, merupakan sebuah seremonial yang melibatkan banyak pihak. Untuk mencai tahu tentang calon menantu perempuan, pihak keluarga laki-laki lazim menggunakan media perantara yaitu kerabat atau teman yang mampu memberikan informasi tentang keluarga perempuan kepada keluarga pihak laki-laki khususnya kepada ibu-bapaknya. Konsep seperti ini di dalam adat Minangkabau merupakan proses yang lazim disebut dengan “meresek” yaitu mencari tahu tentang anak perempuan, orang tua dan keluarganya melalui orang lain. Proses ini berlangsung beberapa lama, sebelum akhirnya, jika cocok, pihak laki-laki mengajukan lamaran untuk meminang anak perempuan kepada orangtua dan keluarganya. 


Bagi orang Tionghoa, penentuan hari perkawinan relatif rumit karena lazim dilakukan melalui sebuah proses lain yang melibatkan banyak informasi seperti hari lahir, shio yang dimiliki untuk kemudian dicocokkan dengan hari lahir dan shio laki-laki calon suaminya. 
5. Karakteristik khas etnik Tionghoa


 Mengungkap karakteristik etnik Tionghoa, agaknya harus dilihat secara komprehensif berakar dari budaya dan norma-norma sosial mereka yang mengalami berbagai perubahan dari generasi ke generasi, serta mencerminkan perilaku dan pola pikir mereka sehari-hari.  Sebagai mahluk sosial, etnik Tionghoa mengkombinasikan ajaran Budha, Taoisme dan Konfusius dalam perilaku mereka, sehingga menghasilkan pola etika yang dianut dalam kehidupan antar sesama manusia. 


Mereka adalah masyarakat majemuk yang memiliki norma dan budaya masing-masing, sehingga di antara  kelompok orang Tionghoa, terdapat keragaman perilaku yang beraakar dari kemajemukan budaya, adat-istiadat dan keyakinan yang dianut.  Ada contoh kecil yang dapat menggambarkan keragaman itu, misalnya keragaman anutan yang diterapkana dalam kehidupan sehari-hari.


Orang Tionghoa tertentu yang disuguhi makan siang atau makan malam di atas pesawat terbang, akan bertanya kepada pramugari “ apakah lauk nasi kotak yang disajikan berisi lauk daging sapi atau daging ayam ? Kalau jawabannya daging sapi, maka mereka tidak akan memakannya, atau meminta pengganti lauk daging ayam. Dalam anutan sebagian orang Tionghoa, sapi adalah binatang pekerja keras. Oleh karena itu,  setelah mereka bekerja keras untuk kepentingan manusia, misalnya membajak sawah, sangat tidak etis kalau sapi pekerja keras itu dipotong dan dimakan dagingnya. Itu sebabnya sesuai anutan, mereka menghindari memakan daging sapi. Namun, situasi itu  seperti ini bertolak belakang dengan ayam yang tidak termasuk sebagai pekerja keras.   


P. Hariyono (1993, hal. 58), menyebutkan bahwa stereotipe orang Tionghoa tercermin dari “sikap tertutup (introvert)”, zakelijk, egoistis, dan materialistis. Namun dalam situasi lain, karakteristik yang ditampilkan adalah ramah tamah, murah hati, rajin, ulet, namun juga dengan mudah menghambur-hamburkan materi, suka pesta pora dan berspekulasi.  


Karekteristik itu relatif tidak permanen, sebab adakalanya sifat tertentu mengalami fluktuasi, muncul dan kemudian tidak lagi nampak. Oleh karena itu, memahami etnik Tionghoa memerlukan pemahaman yang mendalam. Konsep seperti itu, mungkin disadari atau tidak disadari akan memberikan persepsi yang berbeda bagi orang lain. Konsep seperti itu, juga terbawa dalam kehidupan berbisnis. Bagi orang lain, menanamkan dana yang besar pada sebuah lahan kosong yang sepi dan jauh dari pemukiman, adalah sifat menghamburkan dana secara mubazir. 



Menurut penulis, karakteristik orang Tionghoa bisa dicermati dari tiga sisi yang berhubungan satu sama lain : 1) orang Tionghoa hidupnya berkelompok, lihat misalnya kompleks Pecinan yang terdapat merata di 21 kecamatan yang ada di kotamadya Medan. Mungkin hal ini dipengaruhi oleh posisi mereka sebagai minoritas, dibandingkan dengan kalangan pribumi lain di Indonesia yang terdiri dari multi etnik, 2) orang Tionghoa memiliki jaringan komunikasi yang luas dan cepat, yang juga terkait dalam posisi mereka sebagai monoritas, dan 3) orang Tionghoa tidak suka diintimidasi, sehingga cenderung mereka “merapat” kepada individu, kelompok atau lembaga tertentu yang dapat melindungi mereka dari praktik intimidasi dan bisa menikmati hidup aman dan nyaman. 


Walaupun sebagai konsekuensinya, harus mengeluarkan uang sebagai “bayaran” perlindungan diri dan keluarga atau kelompoknya.  Dalam praktik tidak heran jika mereka menjalin hubungan dan kerja sama yang baik dengan para penguasa, birokrat ataupun aparat keamanan. Lihat misalnya, usaha jasa transportasi selalu ditempeli stiker Bantuan Komunikasi dari satuan/batalyon angkatan darat, kepolisian/brigade mobil, angkatan udara atau angkatan laut.  Dalam contoh lain, di sekitar toko atau kantor yang mereka miliki, lazim ditemui kartu nama atau foto individu yang berasal dari satuan keamanan atau aparat pemerintah yang relevan dengan konsep untuk memperoleh rasa aman dan nyaman dalam kehidudpan sehari-hari atau bisnis mereka. Sebagai contoh, kartu nama aparat pemerintah yang relevan dengan bisnis antara lain dari pegawai pajak, imigrasi, bea cukai, pengadilan negeri dan tinggi, atau perwira-perwira pertama, menengah dan tinggi. Kesemuanya adalah bagian dari upaya “melindungi diri” dan sekaligus menunjukkan “tingkat pergaulan” yang berhasil dibina oleh orang Tionghoa.     


Dengan pemilikan beberapa karakteristik seperti diuraikan di atas, banyak kalangan memiliki persepsi yang berbeda terhadap orang Tionghoa. Persepsi itu sekaligus mencerminkan citra baik dan citra buruk yang nampak dalam hubungan antara pribumi dengan orang Tionghoa. Dalam berbagai kasus yang mengarah kepada ‘gerakan ganyang Cina” sebagaimana terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia sejak puluhan tahun lalu, etnik Cina yang sekarang disebut etnik Tionghoa, cenderung ditampilkan sebagai etnik yang memiliki citra buruk.. Etnik Tionghoa sepertinya diberikan peluang untuk berbisnis, tetapi di sektor politik tidak. Dalam perjalanan sejaarah bangsa Indonesia, “penyempitan “ gerak etnik Tionghoa semakin terasa dalam pemerintahan Orde Baru yaaitu sejak tahun 1968-1998. Dalam masa  itu, gerak etnik Tionghoa dalam sendi-sendi kehidupan dipantau dan dibatasi.


Leo Suryadinata ( 2002, hal. 251), menyebutkan gerak etnik Tionghoa di Indonesia terkait dengan peran dan kebijakan negara, sehingga permasalahan antara pribumi dan etnik Tionghoa tidak pernah selesai. Secara teoretis, memang tidak dibedakan antara pribumi dan Tionghoa. Tapi kenyataannya, jadi pegawai negeri tidak bisa, jadi aparat militer dan kepolisian juga demikian, masuk kuliah di Perguruan Tinggi Negeri dibatasi. 


Hal lain yang juga selalu menimbulkan gesekan antara pribumi dan Tionghoa di Indonesia adalah aspek prikologis yang hingga kini masih melekat. Etnik Tionghoa ditampilkan sebagai pihak yang inferior, sedangkan pribumi superior. Oleh karena itu, persoalan etnik Tionghoa yang kadangkala “berbenturan” dengan persepsi pribumi, tidaklah dapat dilihat dari sisi ekonomi saja. Ada pendapat yang mengatakan etnik Tionghoa memiliki tingkat kemakmuran lebih tinggi dari kalangan pribumi. Kemakmuran itu kemudian dilihat sebagai pemicu munculnya kecemberuan sosial  menjadi semacam gerakan anti Tionghoa. Menurut Leo Suryadinata (2003, hal. 255), selain faktor ekonomi harus juga dilihat faktor lainnya, sebab faktor-faktor itu penting untuk dilibatkan.  Dalam bidang politik, etnik Tionghoa lemah. Pada pemilihan calon legislatif 9 April 2009 lalu, ada 6 etnik Tionghoa yang terpilih sebagai anggota DPRD Sumut dan DPRD Kota Medan.  Oleh karena itu, orang Tionghoa cenderung “merapat” kepada partai politik tertentu yang bisa memberi rasa aman.  
6. Pengaruh asimilasi (pembauran) etnik Tionghoa.


Proses pembauran yang dilakukan etnik Tionghoa di Indonesia, telah berlangsung sejak lama. Proses pembauran dapat dicermati melalui sendi-sendi kehidupan yang dilakukan sehari-hari, misalnya nampak melalui pendidikan (sekolah), bisnis, domisili (pemukiman), olahraga, seni, dan perkawinan. 


Selama pemerintahan orde baru, pemerintah membuat kebijakan agar etnik Tionghoa tidak mendirikan sekolah hanya untuk kalangan sendiri sebagaimana yang pernah terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Oleh karena itu, lembaga pendidikan yang dilola oleh orang Tionghoa wajib menerima anak-anak pribumi. Sebaliknya, lembaga pendidikan yang dilola oleh pribumi juga wajib menerima anak-anak Tionghoa sebagai peserta didik. Interaksi seperti ini, menghasilkan interaksi sosial yang harmonis, karena hubungan antara generasi muda Tionghoa dan pribumi berjalan secara baik dan alamiah. 


Hal lain yang menonjol dari sekolah-sekolah yang didirikan oleh kalangan etnik Tionghoa adalah penggunaan nama-nama pahlawan sebagai nama sekolah. Di Medan, beberapa sekolah yang dilola oleh etnik Tionghoa, cenderung menggunakan nama pahlawan Indonesia. Sebagai contoh ada sekolah Sutomo, W.R. Supratman, Sultan Iskandar Muda, Wahidin, Jenderal Sudirman, Sultan Agung, Juanda, dan Sisingamangaraja.   


Terjadinya asimilasi melalui perkawinan sebagaimana terdapat pada etnik Tionghoa, telah berlangsung lama dan terus menjadi kajian yang menarik bagi banyak kalangan. Proses perkawinan antara etnik Tionghoa dengan etnik lain (Jawa), banyak ditemui di provinsi Jawa Tengah. Salah satu kajian perkawinan campuran antara etnik Tionghoa dengan etnik Jawa, dilakukan di kotamadya Yogyakarta pada tahun 1987-1988 oleh P. Hariyono (1993, hal. 78-79) dengan mengambil sampel di Kecamatan Gedongtengen. 


Pertemuan dua etnik yang menjalin hubungan dalam bentuk lembaga perkawinan, merupakan peristiwa menarik. Kedua etnik ini tentu saja memiliki kultur berbeda, sehingga masing-masing harus memahami nya agar kerununan dan kelanggengan perkawinan dapat diperlihara secara utuh dan membentuk generasi yang baik. 


Dalam etnik Tionghoa, nilai-nilai yang ditanamkan kepada keluarga cenderung “baku dan disiplin mati”. Ini berarti tiap anggota keluarga harus konsisten dan taat dalam melaksanakan dan menghayati makna nilai-nilai yang ada dalam keluarga. Pada sebagian etnik Tionghoa, nilai-nilai itu menjadi salah satu faktor penghambat untuk melakukan pembaharuan. Hal ini terjadi karena besarnya pengaruh ayah sebagai pusat kekuasaan dalam keluarga, sehingga anutan yang berlaku bersifat paternalistik. 


Dominasi peran ayah dalam keluarga, tidaklah semuanya ada pada keluarga etnik Tionghoa. Pengaruh interaksi dengan etnik lain dalam kehidupan sehari-hari, telah menyebabkan terjadi pergeseran persepsi dari keluarga yang “tertutup” terhadap kultur etnik lain menjadi keluarga “terbuka” terhadap kultur dari berbagai etnik. Perubahan di lingkungan sosial serta kemajuan pendididkan dan teknologi, membuat peran ayah yang awalnya sangat mendominasi semua aspek kehidupan keluarga, secara berangsur-angsur mengalami perubahan yang berarti. Perubahan yang berarti itu antara lain tercermin dari kesediaan untuk menerima etnik lain melalui kawin campuran. 


Kesediaan menerima etnik lain dalam bentuk kawin campuran, secara langsung mempengaruhi sikap etnosentris dan famili-isme yang selama ini berlangsung kuat di dalam keluarga etnik Tionghoa. Dalam konsep etnosentrisme, individu atau kelompok melakukan penilaian tersendiri terhadap kultur etnik lain menurut kacamata mereka. Dalam pandangan mereka, kultur yang mereka miliki cenderung lebih baik daripada etnik lain.  Oleh karena itu, dalam etnosentrisme ada penilaian yang negatif. Namun, dengan adanya kesediaan untuk menerima kultur orang lain dalam wujud melakukan kawin campuran, secara berangsur-angsur kekokohan memandang kultur sendiri lebih baik daripada kultur etnik lain, akan berkurang. Ini berarti keinginan menerima dan memahami kultur etnik lain akan semakin besar. 

7. Keberadaan bisnis dan domisili etnik Tionghoa di Kotamadya Medan.


Telah diuraikan bahwa keberadaan orang Tionghoa di Indonesia telah berlangsung selama berabad-abad. Selama itu pula, etnik Tionghoa mengambil peranan yang berarti dalam aktivivtas bisnis, sehingga mereka cenderung mengambil posisi di pusat kota, tempat yang kemudian menjadi sentra bisnis bagi kelompok etnik Tionghoa di mana pun mereka berada. Hal seperti ini juga berlangsung di kotamadya Medan. Salah satu tempat yang merupakan kawasan bisnis ternama dan menjadi daerah Pecinan sejak pemerintahan Hindia Belanda adalah Kesawan yang sampai kini tetap menjadi kawasan bisnis dan perkantoran. 

Di kotamadya Medan posisi orang Tionghoa dalam sektor perdagangan berada di sentra-sentra perdagangan yang juga diisi oleh pedagang dari etnik lain seperti Minangkabau, Batak, Karo, Jawa dan Melayu. Kalangan etnik Tionghoa berada di semua sentra bisnis yang ada di 21 kecamatan di kotamadya Medan. Situasi seperti ini membuat persaingan di antara sesama peniaga semakin ketat. Namun dalam praktik, peniaga asal etnik Tionghoa cenderung mendominasi jalur pasokan kebutuhan barang dan jasa. 

Akibatnya, meskipun terjadi persaingan, namun pebisnis etnik Tionghoa tetap mendominasi sektor bisnis itu. Hal ini bisa terjadi karena jalur pasokan barang dan jasa telah lama dikuasai oleh pebisnis etnik Tionghoa. Di antara sesama pebisnis etnik Tionghoa, terjadi perbedaan perlakuan dan kelancaran pasokan barang dan jasa. Sedangkan pebisnis etnik lain sangat tergantung dari pasokan barang dan jasa yang dikuasai etnik Tionghoa. Situasi yang mengarah kepada kecenderungan monopoli seperti ini tentu saja dapat mempengaruhi kelancaran perniagaan etnik lai, misalnya dalam hal penetapan harga barang /jasa, jumlah pasokan dan pemberian diskon.         


Mengamati keberadaan posisi etnik Tionghoa dalam memilih dan menentukan kawasan bisnis mereka tercermin dari keunggulan mereka dalam menjalin komunikasi, dan  hidup berkelompok. Begitu ada satu kawasan baru yang strategis sebagai kawasan bisnis, maka secepat itu pula kawasan itu dibangun menjadi ruko (rumah dan toko) dan ditawarkan kepada etnik Tionghoa. Hal yang sama juga terjadi pada kawasan pajak tradisional, yaitu lingkungan bisnis yang menyatukan berbagai kebutuhan masyarakat.
Tabel 1 : Lokasi Sentra Bisnis Etnik Tionghoa  
	No.
	Kecamatan
	Plaza/Ruko/Swalayan
	Pajak Tradisional

	1
	Medan Tuntungan
	Ruko Jalan Medan-Brastagi
	Pajak Simalingkar

	2
	     Medan Johor
	Ruko Jalan  Tritura
	Pajak Jalan Namorambe

	3
	Medan Amplas
	Ruko Amplas
	Pajak Amplas

	4
	Medan Denai
	Ruko Jalan Panglima Denai
	Pajak Perumnas Mandala

	5
	Medan Area
	Ramayana Departement Store
	Pajak Jalan Halat, Pajak Sukaramai, Pajak Jalan Bakti 

	6
	Medan Kota
	Thamrin Plaza, Medan Mall, Hongkong Plaza, ruko Jln. Thamrin, Jln Asia, Jln Sumatera
	Pajak Ikan Lama, Pajak Jln Timah, Pajak Jln Beruang, Pajak Hongkong, Pajak Ramai, Pusat Pasar

	7
	Medan Maimun
	Ruko Jalan S. Raja, Gelora Plaza, Yuki Simpang Raya, Ramayana Departement Store
	Pajak Jalan Puri, Pajak Jalan Sambas, Pajak Jalan Mahkamah

	8
	Medan Polonia
	Ruko Jalan Brigjen. Katamso
	Pajak Kampung Baru

	9
	Medan Baru
	Plaza Peringgan, Medan Plaza, Ruko Peringgan Ruko Jalan Gatot Subroto 
	Pajak Peringgan

	10
	Medan Selayang
	Ruko Jln Setia Budi, Super Swalayan, 
	Pajak Simpang Pemda, Pajak Pagi Setia Budi, Pajak Pagi Padang Bulan  

	11
	Medan Sunggal
	Ruko Sunggal, Ruko Kampung Lalang, 
	Pajak Simpang Sunggal, Kampung Lalang, 

	12
	Medan Helvetia
	Griya Swalayan, Millenium Plaza, Ruko Jln Kapten Muslim
	Pajak Sei Sikambing, Pajak  Helvetia, 

	13
	Medan Petisah
	Yuki Swalayan, Deli Plaza, Sinar Plaza, Menara Plaza, Ruko Kampung Keling/Madras Ruko Jalan Gatot Subroto
	Pajak Petisah, Pajak Meranti, Pajak Jalan Hindu (Sungai Deli), Pajak Kampung Keling, Pajak Jalan Kemiri

	14
	Medan Barat
	Super Market Maju Bersama, Ruko Jalan Yos Sudarso dan Pulo Brayan, The Club Store
	Pajak Pulo Brayan, Pajak Glugur, Pajak Meranti 

	15
	Medan Timur
	Ruko Jalan Serdang, Jalan Perintis Kemerdekaan, Yuki Jalan Serdang, Ruko Jalan Willem Iskandar
	Pajak Sentosa Baru, 

	16
	Medan Perjuangan
	Buana Plaza, Ruko Aksara,
	Pajak Sentosa Baru, 

	17
	Medan Tembung
	Jodoh Centre, Ruko Jalan Besar  Tembung
	Pajak Gambir, 

	18
	Medan Deli
	Ruko Jalan Medan-Belawan 
	Pajak Jalan Medan-Belawan 

	19
	Medan Labuhan
	Ruko Titi Papan/Yos Sudarso
	Pajak Labuhan

	20
	Medan Marelan
	Ruko Jalan Marelan
	Pajak Marelan, Pajak Titi Papan

	21
	Medan Belawan
	Ruko Jalan Sumatera 
	Pajak Belawan 



 Makna lokasi bisnis etnik Tionghoa tidak berarti mereka mendominasi sepenuhnya sentra bisnis itu. Sebagian daripada sentra bisnis itu, juga ada pebisnis dari etnik lain, misalnya etnik Minangkabau, Batak Toba, Batak karo, Jawa, dan Melayu. Sebagai contoh, di sejumlah pajak tradisional, dominasi etnik Tionghoa tidak nampak. Tetapi untuk kategori plaza, swalayan dan rumah toko, umumnya lebih banyak dikuasai oleh etnik Tionghoa. Hal ini mungkin disebabkan, pebisnis pribumi tidak menyukai tinggal di rumah yang sekaligus berfungsi sebagai toko (ruko). Oleh karena itu, aktivitas bisnis mereka dekat dengan pemukiman penduduk. Sebagian dari dari rumahnya, dimodifikasi untuk kepentingan toko. Mereka umumnya berada di daerah pinggiran kota yang memang padat penduduk. 


Di kawasan pajak tradisional, situasi ini relatif berbeda. Toko atau tempat berdagang yang dimiliki hanya relatif kecil dengan ukuran luas  sekitar 5-25 m². Tempat berdagang (disebut juga lapak), umumnya disewa atau milik sendiri. Mereka mulai berniaga sejak pagi hingga sore hari, untuk kemudian kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Begitu seterusnya setiap hari. Hari libur berniaga umumnya adalah hari minggu dan libur nasional. 



Tidak semua pasar tradisional dapat ditemui etnik Tionghoa. Hanya beberapa pajak tradisional saja yang cenderung ada pebisnis etnik Tionghoa, seperti di pajak tradisional yang dekat dengan domisili etnik Tionghoa. Sebagai contoh, pajak tradisional di jalan Hindu, pajak Pulo Brayan, Pajak Glugur, Pajak jalan Meranti, pajak jalan Beruang, pajak jalan Timah, pajak Sukaramai, pajak Peringgan, pajak Kampung Lalang, pajak jalan Sambas, dan pajak Ikan Lama. 


Mata dagangan yang dijual oleh etnik Tionghoa di  pajak tradisional ini umum  bervariasi, seperti kebutuhan sembako, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, konveksi, sayuran dan buah-buahan, makanan siap olah, makanan nusantara, bumbu masak dan bumbu dapur, serta alat tulis kantor. Di dalam pajak tradisional ini, beragam etnik saling menjajakan barang dagangannya secara rukun, karena masing-masing telah memiliki pelanggan dan rezeki masing-masing. 
8. Kesimpulan 


Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, keberadaan etnik Tionghoa memberi sumbangsih berarti bari perekonomian Indonesia terutama karena peran dalam sektor ekonomi baik skala kecil, menengah dan besar. Dalam kaitan itulah, kepaduan etnik lain terhadap perkembangan bisnis yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat diharapkan. Wujud kepaduan itu diharapkan akan menghasilkan keberhasilan Indonesia di bidang bisnis skala menengah dan besar. 
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